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PROSEDUR TETAP
NOMOR IMI-2149.1L.01.10 TAHUN 2012
TENTANG

PENGAWASAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

BAB |
PENDAHULUAN

Umum
Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian yang merupakan bagian dari urusan

pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan
hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan
masyarakat, Direktorat Jenderal Imigrasi dituntut untuk melaksanakannya sesuai
dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Agar pelaksanaan fungsi keimigrasian oleh seluruh pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Imigrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan
rencana dan aturan yang berlaku, perlu dilakukan langkah-langkah pengawasan
yang pada prinsipnya bertujuan untuk membandingkan kinerja, standar, rencana,
atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja
sejalan dengan standar tersebut.

Salah satu bentuk pengawasan yang sangat penting untuk dilakukan didalam
suatu organisasi atau instansi pemerintah adalah pengawasan internal yang
tujuannya untuk mengidentifikasi, merekomendasi masalah inefisiensi maupun
potensi kegagalan dari suatu sistem atau program yang telah ditentukan.

Maksud dan Tujuan

a. Maksud
Tersedianya mekanisme pengawasan yang dijadikan sebagai pedoman dalam
melakukan pengawasan internal di Direktorat Jenderal Imigrasi dan unit
pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

b. Tujuan

Pengawasan Internal dilakukan untuk:

1) menertibkan administrasi:

2) mengurangi segala bentuk penyalahgunaan wewenang, penyimpangan,
dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3) mengelola dan mendayagunakan sumber daya secara efektif dan efisien
meliputi personil, sarana dan prasarana guna melaksanakan tugas dan
fungsi Keimigrasian.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengawasan internal adalah melakukan pengawasan internal
terhadap:

a. Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian;

b. Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan

c. Penegakan Hukum Keimigrasian.
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4. Dasar

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

BAB Il
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Prosedur Tetap ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Pengawasan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi adalah seluruh proses
kegiatan reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi Keimigrasian dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolak ukur
yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan
dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Pegawai Imigrasi adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang
Keimigrasian.

Pengawasan Pre-emtif adalah kegiatan pengawasan yang bertujuan mencegah
terjadinya penyimpangan sesegera mungkin yang dilakukan Pegawai Imigrasi
melalui pencegahan secara dini, antara lain dapat berupa konsultasi, sosnahsas:
bimbingan teknis, dan pemeriksaan mendadak (sidak).

Pengawasan Preventif adalah kegiatan pengawasan yang bertujuan mencegah
terjadinya penyimpangan melalui penetapan standar prosedur kerja, dan
penyusunan program kerja.

Pengawasan Represif adalah kegiatan pengawasan bersifat tindakan bersifat
korektif terhadap terjadinya penyimpangan.

Monitoring adalah pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam bentuk péngamatan
secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan secara kontinu sebagai
bahan untuk kegiatan Reviu.

Reviu adalah menelaah ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan
tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau
norma yang telah ditetapkan sebagai bahan kegiatan evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan pengkajian hasil kegiatan Reviu dengan cara
membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana,
atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawas adalah pejabat yang tugas dan fungsinya melakukan Pengawasan
Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 2

Pengawasan Internal dilakukan terhadap Pegawai Imigrasi yang berada di Direktorat
Jenderal Imigrasi dan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
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BAB Il
KEANGGOTAAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 3
(1) Pengawasan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi dilakukan oleh Pengawas.

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pengawas Pusat; dan
b. Pengawas Daerah.

(3) Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan
dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(4) Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
c. 5 (lima) orang anggota.
(2) Susunan keanggotaan Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
c. 3 (tiga) orang anggota.

BAB Il
TAHAPAN, WAKTU DAN KEWENANGAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 5

(1) Pengawasan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 dilaksanakan melalui tahapan kegiatan meliputi: ‘
a. Monitoring;
b. Reviu;
c. Evaluasi;
d. Pemantauan.

Pasal 6

Pengawasan Internal Imigrasi dilakukan secara:
a. terprogram dan berkala; dan
b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertugas melakukan
Monitoring, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan.

(2) Dalam melakukan Monitoring, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengawas berwenang:

a. meminta dan memperoleh dokumen, barang atau benda, dan keterangan serta
informasi lainnya dari Pegawai Imigrasi yang diawasi;

b. meminta keterangan dari pihak-pihak lain yang dianggap terkait atau
mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Imigrasi yang diawasi;

c. melakukan pengamatan, investigasi dan pengusutan;
d. menerima pengaduan masyarakat;
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e. memanggil Pegawai Imigrasi, pejabat dan/atau pegawai lainnya yang
diperlukan keterangannya;

f. menyampaikan saran/rekomendasi kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang
berwenang atas hasil Pengawasan Internal yang telah dilakukan; dan

g. memantau perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan
Internal. ,

BAB IV
PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 8

(1) Pengawasan Internal Imigrasi dilaksanakan dengan mengembangkan pola
pengawasan Pre-emtif, Preventif, dan Represif.

(2) Pola pengawasan Pre-emtif, Preventif dan Represif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diarahkan pada terbentuknya suatu sistem kerja yang mampu membina
dan membimbing upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta untuk
mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengawasan Internal terhadap Pegawai Imigrasi dilakukan meliputi:
a. Kinerja Pegawai Imigrasi;

b. Kegiatan tertentu Pegawai Imigrasi; dan

c. Pengawasan lainnya.

Pasal 10

(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Monitoring Kinerja; dan
b. Monitoring dengan tujuan tertentu;

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan
yang dilakukan untuk melakukan pengamatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi
Pegawai Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian, Kantor
Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi.

(3) Monitoring dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. Monitoring kepegawaian; dan
b. Monitoring investigasi.

Pasal 11

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan dengan
tahapan sebagai berikut:

a. Pengamatan dan investigasi lapangan;

b. Penerimaan informasi masyarakat; dan

c. Inventarisasi informasi sebagai bahan Reviu.

Pasal 12

(1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Reviu Kinerja; dan
b. Reviu dengan tujuan tertentu.

(2) Reviu Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Reviu
atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi
Keimigrasian, Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi.

(3) Reviu dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:






